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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan 
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum beserta kendala-kendala dan upaya-upaya 
yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Hal ini terkait 
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang telah 
memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus 
menerima atau menolak keberatan dari pihak yang berhak atas penetapan lokasi 
yang dikeluarkan oleh Gubernur.  
Dalam penelitian ini penulis membahas ketidaksingkronan aturan yang ada 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo. Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 2009. Ketidaksingronan tersebut selain berkaitan dengan 
masalah subyek gugatan, obyek gugatan, tenggang waktu mengajukan gugatan, 
tenggang waktu penyelesaian sengketa, upaya hukum yang dapat dilakukan dan 
tenggang waktu pengajuan upaya hukum yang lebih penting adalah masalah 
sistem penanganan perkaranya atau hukum acara yang harus dilaksanakan oleh 
hakim pemeriksa sengketa tersebut. 
Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan beberapa orang hakim 
Pengadilan Tata Usaha Negara diperoleh suatu sistem yang dapat diterapkan 
dalam mengisi kekosongan hukum acara dalam hakim menangani sengketa 
tersebut, yaitu dengan memberdayakan keberadaan Pasal 136 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 dan menggabungkan sistem penanganan perkara yang telah 
ada. Disini perlu ketelitian dan ketegasan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha 
Negara dalam melihat dan menentukan bahwa suatu perkara apakah ada kaitannya 
dengan kepentingan umum atau tidak. Setelah itu harus ada ketegasan dari hakim 
pemeriksa untuk membuat jadwal persidangan yang disepakati oleh para pihak 
sebelum pemeriksaan sengketa dimulai. Namun dari kesimpulan dan saran yang 
penulis dapatkan yang lebih diperlukan adalah adanya revisi kembali terhadap 
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidak-tidaknya 
Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Peraturan Mahkamah Agung untuk 
mengatasi kendala-kendala tersebut.  







Purpose of this study is to knowing how Administration Court authority in 
adjudicate land acquisition dispute for public interest development therewith 
constraints and efforts to do overcoming these obstacles. It is associated with 
legalized Legislation number 2 year 2012 who gave authority to Administration 
Court in order to receive or decline the objections from entitled party upon 
establishment issued by the governor. 
In this study the authors take up discrepancy the rules contained in 
Legislation number 2 year 2012 with Legislation number 5 year 1986 jo. 
Legislation number 9  year 2004 jo. Legislation number 51  year 2009. Matter of  
discrepancies besides related with subject of lawsuit, object lawsuit, grace period 
filed, grace period of dispute resolution and  deadline for filling legal action. And 
the problem more important is case handling system and law procedural must be 
implemented by judge examiner dispute. 
Result of research and interview author with some Administration Court 
judges obtained a system can be implemented to  fill vacancy procedural law for 
judge handling the case, that is by empowering presence Article 136 Legislation 
number 5 year 1986 and combining with existing case handling system. Here 
necessary accuracy and firmness from chairman of administration court for 
observe and determine that a case is there any relation with public interest or not. 
That there should be firmness from judge examiner to make trial schedule who 
agreed by the parties before the examinations dispute begins. However from 
conclusions and suggestions from authors need more revision to legislation about 
administration court or at least Supreme Court issue any Supreme Court 
Regulation to overcome the constraints. 
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